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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4),
Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan
Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, perlu mengatur mengenai Pakan Ikan;
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pakan Ikan,
perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan
dan Peredaran Pakan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Pakan Ikan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PAKAN IKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat
OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran.

Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang
berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan
dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.
Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau
campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan
pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan,
pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan
Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik
tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh
Ikan.

Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami
sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya
perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam

Pakan Ikan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan
baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga
dapat dikonsumsi oleh Ikan.

Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak
terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan
tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu
pertumbuhan Ikan dan kesehatan Ikan.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat
keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah
memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan yang Baik, yang
selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat
keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan
Ikan telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan
Pakan Ikan yang Baik.

Surat Keterangan Teknis Impor Bahan Baku Pakan Ikan,
yang selanjutnya disingkat SKT Impor Bahan Baku
Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan
bahwa Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, yang
selanjutnya disingkat SKT Impor Pakan Ikan adalah
surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan
yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang
berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau
bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan
keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang
disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam,
ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang,
dan/atau pada bagian kemasan barang.

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya
disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan
Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan
penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan

distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan
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keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan
dan manusia serta ramah lingkungan.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan

budidaya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
penyediaan;
layanan surat keterangan dan sertifikat;
pelaporan; dan

pengawasan.

BAB II
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Pakan Ikan

Pasal 3
Pakan Ikan dapat berupa:
a. Pakan Ikan Alami; dan/atau
b. Pakan Ikan Buatan.
Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyediaannya dapat dilakukan melalui:
a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri oleh

produsen; dan
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